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KEPALA DESA TRATEMULYO

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRATEMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD )
DESA TRATEMULYO KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRATEMULYO

. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa,

kepala desa dibantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa;

. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf d Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa
menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Tratemulyo tentang Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara tahun Republik indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

1.

20.

21.

22.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1865,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali ferakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik



23

24.

23.

26.

2T

28.

29.

30.

31

32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar
Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017
Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengeiolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9C Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Loka! Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertb Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks
Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan

Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
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Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desz;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomoer 825);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid — 19) dan dampaknya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid — 19) dan dampaknya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289):
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1424);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun
2021 Nomor 1424);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan
nomor pokek wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan
pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi

pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 18);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No.3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2018 Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 (
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 Nomor
10 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
nomor 161 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 83 Seri A
Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 214);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2023 tanggal 17
Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 40 Tahun 2023 tentang
Standarisasi Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 2 Tahun 2023 tentang
Pengadaan Barang atau Jasa Di Desa

Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat
Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013
Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat
Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013
Nomor 26 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat
Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013
Nomor 26 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47)
Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016Nomor 3 Seri E No. 3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang
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Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 6 Seri E No. 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun
Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 31 seri E No 27);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi
Beaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45):

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (
Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47
);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten
Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.
49) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten
Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendai (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan
tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018
Nomor 13);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain
yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81):
Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 14) Sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
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Kendal Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelofaan
Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 38 );

Peraturan Bupati Kendal No. 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi
Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 80);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 96);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 74);

Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 4);

Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
Peraturan Bupati No 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain — lain yang sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);

Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);

Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Pengalckasian Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 62);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 15 Februari
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada
Pemerintan Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendai ( Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13 )

Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggran 2023

Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Tratemulyo
(Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di desa Tratemulyo (Lembaran Desa
Tratemulyo Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 4 Tahun tentang
Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2021
Nomor 4);

Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sd 2026 di desa
Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2020 Nomeor 1); dan
Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa
Tratemulyo Tahun 2023 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN



Menetapkan

KESATU
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KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN
ANGGARAN 2024

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;

2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala
Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan
Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan

3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi
Kebendaharaan.

Sekretaris Desa scbagaimana dimaksud pada diktum

KESATU bertugas :

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

S. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang
menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa;

6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Lanjutan (DPAL);

8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran
Kegiatan (RAK) Desa; dan

9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi
Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
tugasnya;

3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA),
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPPAL)
sesuai bidang tugasnya;

S. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang
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berada dalam bidang tugasnya; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan

2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,

menyimpan, menyetorkan / membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi
Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-
masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Keputusan Kepala Desa ini.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium
perbulan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024.
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tratemulyo
pada tanggal 2 Januari 2024
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SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Weleri;

2.Ketua BPD Desa Tratemulyo.;
3.Pelaku PKPKD dan PPKD Desa Tratemulyo (yang bersangkutan) ;

4_Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tratemulyo

Nomor
Tentang

: 2 Tahun 2024

: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Tahun Anggaran 2024

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA TRATEMULYO

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

No Jabatan Nama Unsur
01 02 - 03 04
1 PKPKD ( Pemegang Kekuasaan Ari Sigit Cahyono Kepala Desa
Pengelolaan Keuangan Desa )
2 Koordinator PPKD ( Pelaksana Utomo SekretarisDesa
Pengelolaan Keuangan Desa )
3 | Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Hadi Sutomo ek Bgl;;laahara
; 3 Kaur
4 | Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Hadi Sutomo =
erencanaan
5 | Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) | Sri Wahyuningsih Raux I’%Sum *,
6 | Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Rondhi i
gt &8 Pemerintahan
7 | Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Maskuri Kasi Pelayanan

Ditetapkan di Desa Tratemulyo
pada tanggal 02 Januari 2024




